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Abstrak

Pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya pada
bidang umum dan keuangan, masih menghadapi beberapa kendala, seperti proses administrasi
yang belum terintegrasi, pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, serta keterbatasan
dalam penyajian informasi yang cepat dan akurat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi
efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat maupun internal instansi. Penelitian ini
bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Bidang
Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya guna mendukung
pengelolaan data dan meningkatkan kualitas pelayanan. Metode pengembangan sistem yang
digunakan adalah metode Waterfall, yang dilakukan secara bertahap dan sistematis mulai dari
tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan
sistem. Sistem informasi yang dibangun berbasis web dan dilengkapi dengan fitur pengelolaan
data administrasi pada bidang umum dan keuangan, penyimpanan data yang terstruktur, serta
penyajian informasi secara cepat dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
informasi ini mampu membantu mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan
data, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD
Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan pelayanan publik
pada bidang umum dan keuangan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan terorganisir dengan
baik.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Pelayanan Publik, Bidang Umum Dan Keuangan, Waterfall.

Abstract
Public services at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Southwest
Sumba Regency, particularly in the general and financial sectors, still face several challenges,
such as non-integrated administrative processes, manual data recording, and limitations in
providing fast and accurate information. These conditions can affect the effectiveness and
efficiency of services for both the public and internal institutions. This study aims to design and
develop a Public Service Information System for the General and Financial Sectors of the
Secretariat of the DPRD of Southwest Sumba Regency to support data management and improve
service quality. The system development method used in this research is the Waterfall method,
which is carried out in a structured and sequential manner, including requirements analysis,
system design, implementation, testing, and system maintenance. The developed information
system is web-based and equipped with features for managing administrative data in the general
and financial sectors, structured data storage, and fast and accurate information presentation.
The results of this study indicate that the system can accelerate service processes, reduce data
recording errors, and improve the effectiveness and efficiency of employee performance at the
Secretariat of the DPRD of Southwest Sumba Regency. With the implementation of this
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information system, it is expected that public services in the general and financial sectors will
become more optimal, transparent, and well-organized.
Keywords: Information System, Public Service, General and Financial Sector, Waterfall.

PENDAHULUAN

Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam mendukung fungsi legislatif
melalui pelayanan administrasi dan keuangan yang efisien. Namun, sistem manual yang
masih digunakan menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat, rawan kesalahan, dan
sulit dalam pengawasan. Kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi menjadi
sangat mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang umum dan
keuangan. Namun, untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut, DPRD memerlukan
dukungan administrasi yang baik dan sistematis. Salah satu bagian penting dalam
mendukung kelancaran administrasi DPRD adalah Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan berbagai
layanan administrasi yang mendukung kegiatan DPRD, termasuk pengelolaan keuangan,
administrasi umum, serta pengelolaan surat-menyurat dan perjalanan dinas anggota
DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD sering menghadapi
berbagai tantangan, di antaranya adalah adanya keterlambatan dalam pelayanan,
rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta sulitnya akses terhadap data
dan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terlibat.

Pendapat publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai Kkinerja
institusi pemerintahan, termasuk Sekretariat DPRD. Di era digital ini, masyarakat
menuntut keterbukaan informasi dan pelayanan yang transparan. Kurangnya informasi
publik yang mudah di akses dapat memunculkan spekulasi negatif, ketidakpercayaan,
bahkan kritik terhadap lembaga Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, perlu di bangun
sebuah sistem informasi pelayanan publik yang tidak hanya menyajikan data adminitrasi
dan keuangan secara terbuka, tetapi juga memfasilitasi penyampaian dan pengelolaan
pendapat masyarakat.

Pelayanan publik dan keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan masyarakat. Prinsip keterbukaan harus menjadi salah satu landasan utama
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tugas pelayanan publik menjadi
salah satu tugas pokok pemerintah. Tentang pedoman pengembangan budaya Kkerja
aparatur negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
39/KEP/M.PAN/4/2012 telah mengisyaratkan bahwa nilai budaya keterbukaan harus
dapat mewarnai perilaku setiap aparatur negara dalam rangka peningkatan Kinerja dan
peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang berorientasi pada
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai visi dari
reformasi birokrasi.

Berdasarkan observasi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pelayanan publik
di bidang umum dan keuangan masih terbatas pada penggunaan komputer dasar dan
belum terintegrasi, seperti pelayanan surat-menyurat, jadwal rapat masih dilakukan secara
manual, komunikasi internal antarbagian dilakukan melalui WhatsApp dan komunikasi
langsung, serta tidak ada sistem online yang dapat diakses publik untuk melihat informasi
kegiatan dan keungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pelayanan informasi publik oleh Sekretariat DPRD masih memiliki beberapa
kendala walaupun saat ini sudah menggunakan teknologi komputer, sebab komputer yang
digunakan baru difungsikan untuk menyimpan data dan informasi yang dihasilkan belum
dapat diakses langsung oleh masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi mengenai
kegiatan-kegiatan kedewanan maupun kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba
Barat Daya website masih bersifat manual, dan cara untuk mempublikasikan informasi itu
masih melalui pihak ketiga, karena Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
belum memiliki media yang tepat dan belum memiliki aplikasi yang dapat mengelolah
sistem informasi publik yang sifatnya online.
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Berdasarkan peniliti diatas maka penulis menggunakan judul “Sistem Informasi
Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba
Barat Daya”.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Lingkungan Implementasi
Lingkungan implementasi merupakan sebuah perangkat lunak dan perangkat keras
yang digunakan dalam mendukung sebuah aplikasi yang di buat. Berikut adalah perangkat
keras dan perangkat lunak yang diperlukan.
1) Perangkat Keras
Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan
Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, penulis menggunakan
perangkat keras berupa sebuah unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut
a) Processor Intel AMD 64-bit
b) Memori 4 GB DDR3
c) HDD 500 GB
d) DVD RW
e) Keyboard dan Mouse
2) Perangkat Lunak
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, penulis menggunakan perangkat lunak
berupa sebuah unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:
a) Microsoft Windows 10 Pro sebagai sistem operasi
b) XAMPP Versi 3.2.2
c) Google Chrome sebagai Browser
d) Notepad ++
2. Hasil Implementasi Perangkat Lunak
a) Halaman Login
Halaman ini menampilkan halaman login untuk ke halaman administrator pada
Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Sumba Barat Daya

ADMIN Login

Gambar 18 Login
b) Halaman Utama
Dalam dashboard ini menampilkan halaman utama dari aplikasi Sistem Informasi
Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba
Barat Daya sebagai berikut :
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Gambar 19 Halaman Dashboard

¢) Halaman Identitas Website
Halaman ini menampilkan identitas website pada Sistem Informasi Pelayanan Publik

Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dashboard
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Gambar 20 Halaman Identitas Website

d) Halaman Form Tambah Halaman Baru
Halaman ini merupakan form tambah halaman baru pada web Sistem Informasi

Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba
Barat Daya. Form ini berisi judul, isi, gambar dan jika ingin menyimpan maka klik
tambahkan dan jika membatalkan klik tombol batal sebagai berikut:

.....

ppalaman @G @ %o mEms 0 6ume
B I 5 L|[z:= T T e

== -
Gambar 21 Halaman Form Tambah Halaman Baru

e) Halaman Tampilan Halaman Baru

Dashboard
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Gambar 22 Halaman Tampilan Halaman Baru

f) Halaman Form Tambah Agenda

Halaman ini menampilkan form tambah agenda yaitu dengan mengisi tema, isi
agenda, tempat, jam, tanggal, dan pengirim. Jika ingin menyimpan klik tombol tambahkan

dan jika ingin membatalkan maka klik batal.

31



Dashboard

Tambah Agenda Baru
Tems

bikgenda

G @G %|e s mams 0%
B 1 &L= =% %i|[em Jmm -][2

Tempat
Jamad Selessi
TelaaSelessi

penpein

Gambar 23 Halaman Tambah Agenda
g) Halaman Semua Agenda

Semua Agenda

Show 19 v entries

Search:
No |i Tema Tgl Mulai Tgl Selesai Jam Action
1 Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat DPRD 09 Jan 2026 09Jan 2026 09.00/d 13.00WB @8
2 Verifikasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) 29Des 2026 29Des 2026 09.005/d Selesai n
3 Pembayaran Hak Keuangan DPRD 18 Nov2025 25Nov 2025 08.005/d 12.00WIB n
4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan 10Mar 2025 14Mar 2025 09.005/d 13.00WiB n
5 Persiapanagendatahunan DPRD 2402026 24202 10005/d Selesai [ x]

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous ' Next

Gambar 24 Halaman Semua Agenda
h) Halaman Hubungi Kami

Nama Lengkap 2

Alamat Email D4
Subjek

Isi Pesan
Ve

KIRIMKAN

Gambar 25 Halaman Hubungi Kami
i) Tampilan Halaman Album Foto

IAI.BUMFOTO

Rapat Forum Informasi

nwr 18
Ada 2 Foto Ada 2 Foto

Gambar 27. Halaman tambah jabatan
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j. Tampilan Halaman Agenda
Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat DPRD

2 Oleh : Administrator, Pada : 06 Jan 2026

Waktu Aulla
Tempat 09 Jan 2026 s/d 09 Jan 2026, 09.00 s/d 13.00 WIB Wib
Pengirim Delsi (085239803210)

Verifikasi SP) (Surat Pertanggungjawaban)

4 Oleh : Administrator, Pada : 26 Okt 2009

Waktu Bidang Sekretariat
Tempat 29 Des 2026 s/d 29 Des 2026, 09.00 s/d Selesai Wib
Pengirim Aci (08189320984)

Pembayaran Hak Keuangan DPRD

A 0Oleh: Administrator, Pada : 16 Nov 2025

Waktu Biang Umum dan Keuangan
Tempat 18 Nov 2025 s/d 25 Nov 2025, 08.00 s/d 12.00 WIB Wib
Pengirim Enda (08192839849)

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

4 Oleh : Administrator, Pada : 04 Mar 2025

Wials Didana Hmum dan Vans

Gambar 28 Téﬁ%pilan Halaman Agenda
J) Tampilan Halaman Visi dan Misi

Visi:
“Terwujudnya pelayanan administrasi, umum, dan keuangan Sekretariat DPRD yang profesional,
transparan, akuntabel, dan mendukung kinerja DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan umum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi
DPRD.

2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan rapat,
sidang, dan kegiatan DPRD lainnya.

4. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD melalui tata kelola administrasi
dan keuangan yang baik.

5. Mendukung keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat,
dan mudah diakses.

Gambar 29 Tampilan Halaman Visi Dan Misi
3. Hasil Pengujian
1) Teknik Pengujian

Pengujian perangkat lunak ini menggunakan metode pengujian black box. Pengujian
box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang dibuat. Sistem Informasi
Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba
Barat Daya menggunakan data uji berupa pengolahan data, pengolahan proses dan
pengolahan hasil serta informasi kelengkapannya.

Tabel 3. 6 Pengujian Data Berita, Data Agenda dan Data Pelayanan

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)

Data Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan

Penambahan data | Data masuk ke dalam | Data masuk ke | diterima
database dalam database

Penyimpan data Data baru disimpan ke | Data masuk ke | diterima
dalam database dalam database

Perubahan data Data dapat diubah hingga | Data masuk ke | diterima
data lama dapat dirubah | dalam database
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menjadi data yang baru

Penghapusan data | Data dapat dihapus pada | Data  terhapus | diterima
database pada database

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)

Yang diharapkan Yang diharapkan Yang diharapkan | Yang diharapkan
Nama Berita Menampilkan pesan | pesan peringatan | diterima
peringatan muncul
Nama Agenda Menampilkan pesan | pesan peringatan | diterima
peringatan muncul
Tanggal Menampilkan pesan | pesan peringatan | diterima
peringatan muncul

2) Kesimpulan Hasil Pengujian
Berdasarkan hasil pengujian dengan kasus black box dapat ditarik kesimpulan
bahwa perangkat lunak dapat mengetahui fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang,
kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal,
kesalahan, inisialisasi, kesalahan terminasi dan secara fungsional mengeluarkan hasil yang
sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada Sistem Informasi
Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba
Barat Daya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

a. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan
Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam memperoleh
informasi data pelayanan DPRD dengan cepat dan tepat.

b. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan
Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dapat meminimalisir
waktu dalam hal administrasi DPRD di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat
DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya

Saran

Penelitian ini telah membuat Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum
dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk penelitian
selanjutnya saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Bidang Umum dan Keuangan Sekretariat
DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya ini akan lebih efektif jika menggunakan
aplikasi berbasis mobile atau android.

b. Sistem informasi ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan sistem yang
dapat diimplementasikan ke dalam perangkat lunak yang lebih user friendly..
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